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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penguasaan tanah merupakan permasalahan penting1 sehingga pembentuk 

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) menggariskan perlunya pengaturan 

pemilikan dan pemanfaatan tanah (Pasal 2 ayat 2  UUPA), guna dapat mewujudkan 

amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Masalah  penguasaan dan pemanfaatan tanah bukanlah hal yang 

sederhana, karena selain menyangkut hubungan manusia dengan tanah, tetapi juga 

(dan justru terutama) menyangkut hubungan manusia dengan manusia, yang bersifat 

dinamis, sehingga perubahan-perubahan dalam perlu diamati secara terus menerus.  

Dalam kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah (Kalteng) masa 

lalu, tanah2 berfungsi untuk mencukupi kebutuhan bersama masyarakat3, namun di 

saat ini, tercipta fenomena tanah sebagai “komoditi ekonomi”. Fungsi tanah 

cenderung berubah menjadi komoditi murni, berpotensi mematikan fungsi sosial 

tanah. Pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan sektor perkebunan, pertambangan 

dan kehutanan, menjadikan konsentrasi peruntukan sektor-sektor unggulan demi 

segelintir orang, berkonsekuensi pada perubahan fungsi alam sebagai penyokong 

kehidupan komunitas Dayak. Dapat dikatakan pengarus-utamaan fungsi ekonomi 

tanah, berarti pula mengabaikan keberadaan tanah adat. Angan-angan terhadap 

pengakuan hak atas tanah adat oleh pemerintah, dalam realitasnya “menggantung” 

 
1 Penguasaan tanah akan menentukan bagaimana struktur agraria yang akan terbangun, akan berkaitan 

erat dengan struktur masyarakatnya; Wiradi, Gunawan, 1984, Pola Penguasaan Tanah dan Reforma 

Agraria, (hal 290-1) dalam S.M.P. Tjondronegoro dan G. Wiradi (eds). 1984, Dua Abad Penguasaan 

Tanah: Pola penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, Yayasan Obor Indonesia dan PT 

Gramedia, Jakarta.. 
2 Bandingkan dengan Oloan Sitorus, dalam Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah, Yogyakarta, 

Cetakan Perdana, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004, dinyatakan bahwa falsafah yang mendasari 

hukum adat mengenai tanah adalah konseptual komunalistik religius, karena dalam konsep hukum adat 

kehidupan individu dipandang sebagai kehidupan yang terutama diperuntukkan buat mengabdi kepada 

kehidupan masyarakat; Lihat juga Supomo, R. Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, 

Jakarta, Cetakan ke-4, Pradnya Paramita, 1983. 
3 Bagi orang Dayak, hutan, tanah dan air merupakan sesuatu yang mutlak dan dipercaya sebagai ladang 

kehidupan, karena menyediakan beragam jenis mahluk hidup baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak semuanya dikelola, dijaga, dan dilindungi keberlangsungannya. Lihat Nistain Odop dan Frans 

Lakon, dalam Dayak Menggugat: Sejarah Masa Lalu, Hak Atas Sumber-Sumber Penghidupan dan 

Diskriminasi Identitas, Pintu Cerdas, tanpa tahun,  hal. 23; 
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karena  tanah adat hanya diakui apabila masih ada, serta pelaksanaannya tidak 

bertentangan dengan undang-undang yang lainnya, sehingga menyulitkan dalam 

pengesahan tanah adat.  

Ketidak-jelasan atau menggantungnya keberadaan tanah adat utamanya 

tanah ulayat, karena lembaga hak ulayat tidak akan ditur dan UUPA juga tidak 

memerintahkan untuk mengatur4, namun secara konstitusional eksistensi masyarakat 

hukum adat beserta hak ulayatnya diakui dan dilindungi sebagaimana amanat Pasal 

18 B ayat (2) UUD 19455, TAP MPR Nomor IX/MPR/20016, maupun Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 

(UUPA)7. Dengan ketentuan hukum yang dimuat dalam perundangan ini, status hak 

ulayat ini di satu sisi masih diakui keberadaannya sepanjang masih bisa dibuktikan 

keberadaannya, namun pada sisi lain hak ulayat tersebut harus tunduk pada 

kepentingan nasional yang peringkatnya lebih tinggi. Dalam pembatasan yang kabur 

ini sering muncul perbedaan penafsiran sejauh mana hak ulayat ini bisa 

diperhitungkan dan dihormati. 

Sampai saat ini regulasi pengesahan hak atas tanah adat masih menjadi 

masalah (belum berjalan dengan baik)8, sehingga ketidakpastian atas kepemilikan 

tanah adat masih terjadi di tengah-tengah masyarakat. Beberapa tanah adat memang 

 
4 Lihat Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, 1987, Jakarta, Djambatan, hal. 252. 
5 Pada Pasal  18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati 

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 

dalam undang-undang”. 
6 Salah satu prinsip dalam TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang  Pembaruan Agraria dan Pengelolaan 

Sumber Daya Alam adalah mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan 

keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam. 
7 Pasal 3 UUPA menentukan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, 

pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 

kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, 

yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan 

peraturan-peraturan yang lebih tinggi”.   
8 Untuk memastikan keberadaan tanah ulayat harus dilakukan penelitian sebagaimana amanat 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Sedangkan untuk “memastikan 

keberadaan tanah adat (perwatasan) yang dimiliki oleh individu harus dibuktikan dengan dokumen-

dokumen tertulis atau pembukaan hutannya sebelum tahun 1960” hasil wawancara dengan staf Kantor 

Pertanahan Kota Palangkaraya, tanggal 10 Juni 2015;   
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mendapatkan perlakuan yang baik dari negara9. Penegasan kepemilikan hak adat atas 

tanah, harus diperjelas, dan basisnya adalah hukum adat.  

Setiap masyarakat adat (termasuk suku Dayak di Kalteng) mempunyai pokok-

pokok aturan adat yang masih dianut berkenaan dengan teritorial, kekuasaan, 

pemilikan, dan pemakaian atas tanah, meskipun tidak tertulis. Aturan-aturan adat 

tersebut mengatur hubungan antara manusia, manusia dengan alam sekitarnya 

bahkan relasi manusia dengan alam gaib. Pemilikan, kekuasaan atas tanah dan hutan 

merupakan warisan pemilik baik secara individu maupun oleh komunitas (hak 

ulayat) dari generasi ke generasi. Adanya hak setiap komunitas diakui dan ditaati 

oleh pemilik maupun oleh masyarakat sekomunitas.  

Kendati komunitas masyarakat Dayak di Kalteng mengatur wilayah dan 

penggunaan tanah adat termasuk tanah ulayatnya sendiri, tetapi kepemilikan dan 

penetapan batasnya belum jelas dari segi hukum (formal), karena belum (dapat) 

didaftarkan pada otoritas pertanahan setempat.10 Belum jelas berarti tidak ada bukti 

kuat yang mendukung kepastian dan perlindungannya. Penguasaan tanah oleh 

masyarakat secara tradisional masih belum diakui apalagi dipetakan dalam hukum. 

Penguasaan tanah dilakukan oleh masyarakat tanpa alas hak yang sah dan dokumen 

kepemilikan tanah yang tidak lengkap. Masyarakat tidak memiliki bukti yang lengkap 

dan cukup atas tanah yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan sering terjadi konflik 

antara kepentingan pembangunan pemerintah dan swasta dengan masyarakat lokal 

yang kurang diakui hak-haknya. 

Upaya pemerintah daerah mengakui dan menghargai keberadaan tanah-tanah 

adat yang dimiliki oleh perorangan atau milik bersama (hak ulayat) dilakukan 

melalui Perda Provinsi Kalteng Nomor 16 Tahun 2008 tantang Kelembagaan Adat 

Dayak di Kalteng, yang ditindak-lanjuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub) 

 
9 Hal tersebut dapat diketahui dengan telah dikeluarkannya peraturan-peraturan daerah yang mengatur 

masalah hak ulayat seperti di Provinsi: Riau (Kabupaten Kampar), Bali, Sumatera Barat, Banten 

(Kabupaten Lebak), Sulawesi Selatan (Kabupaten Tana Toraja), Kalimantan Timur ( Kabupaten Nunukan 

dan Kabupaten Luwu Utara); lihat Julius Sembiring, dkk, 2008, Pengaturan Hak Ulayat di Kabupaten 

Kampar Provinsi Riau, Suatu Tinjauan terhadap Eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 

12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, Laporan Hasil Penelitian (strategis) Dosen, hal. 3. 
10 Berdasarkan hasil wawancara tanggal 9 – 16 Juni 2015, sebagian tanah-tanah adat yang dimiliki oleh 

perorangan dan badan hukum dapat didaftarakan oleh otoritas pertanahan hanya melalui proses pemberian 

hak, yang berasal dari tanah Negara; 
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Kalteng Nomor 13 Tahun 2009 dan diubah dengan Pergub Kalteng Nomor 4 Tahun 

2012. Dalam peraturan dimaksud, penghargaan dan pengakuan terhadap keberadaan 

tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah dimaksud dilakukan dengan pembuatan 

Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) oleh Damang Kepala Adat. SKTA dapat 

digunakan sebagai dasar (alas hak) atau petunjuk kepemilikan dan penguasaan tanah 

menurut hukum adat, sebagai dasar dalam pendaftaran tanah oleh otoritas 

pertanahan, melalui penegasan hak atau pengakuan hak. Hanya saja, berdasarkan 

hasil wawancara peneliti dalam realitasnya diketahui bahwa SKTA dimaksud belum 

dapat digunakan secara efektif dalam proses pensertipikatan tanah. 

Dalam tataran nasional, pengakuan terhadap keberadaan tanah adat khususnya 

yang berada pada kawasan hutan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

35/PUU-X/2012 (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Putusan MK 35) dan telah 

ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN (sekarang Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala BPN) No. 79/2014, No. PB3/Menhut-II/2014, No. 

17/PRT/M/2014, No. 8/SKB/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan (selanjutnya 

dalam tulisan ini disebut Perber 4 menteri), serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang 

Berada Dalam Kawasan Tertentu.  

B. Permasalahan 

1. Bagaimana kategorisasi pola penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat 

suku Dayak di Kalimantan Tengah? 

2. Bagaimana pandangan terhadap pola penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut? 

3. Apa saja potensi permasalahan yang muncul dalam mendaftarkan pemilikan dan 

penguasaan tanah oleh masyarakat Dayak pada otoritas pertanahan setempat? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 
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a) kategorisasi pola penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah oleh 

komunitas masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. 

b) pandangan terhadap pola penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut? 

c) potensi permasalahan dalam upaya mendaftarkan pemilikan dan penguasaan 

tanah oleh masyarakat Dayak pada otoritas pertanahan setempat. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengayaan 

studi Sosiologi Hukum, utamanya di bidang pengaturan (pemanfaatan dan 

pengelolaan) tanah adat.  

b) Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi bagi 

Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng dan otoritas pertanahan dalam pengakuan 

dan penghargaan keberadaan hak-hak atas tanah masyarakat adat. 

  

D. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang terfokus 

pada persepektif fungsional. Pendekatan fungsional dipilih karena memandang 

masyarakat Kalteng pada dasarnya sama saja dengan suatu organisme, yang 

terdiri dari bagian-bagian (kelompok) yang mempunyai peran atau fungsinya 

sendiri-sendiri dalam suatu sistem yang saling berhubungan11.  

2. Lokasi penelitian di Provinsi Kalteng, dipilih dengan pertimbangan sebagian 

besar wilayah merupakan kawasan hutan (90,48%) sebagaimana RTRW Provinsi 

Kalteng serta adanya program “Dayak Misik”. 

3.  Unit Analisis penelitian adalah komunitas Dayak sebagai sebuah organisasi yang 

mempunyai hak otonomi  (mengurus rumah tangganya sendiri). 

4. Data dalam penelitian ini antara lain: 1) sistem penguasaan tanah seperti asal-

muasal, prosedur, syarat perolehan/pembagian dan peralihan ha katas tanah; 2) 

hak, kewajiban dan sanksi; 3) bentuk dan substansi pengaturan; 4) bentuk 

pengakuan dan realitas pelaksanaannya (sebaran/lokasi, penggunaan dan 

pemanfaatan, bentuk-bentuk peralihan, serta data pendukung seperti: letak 

 
11 Lihat Bahrein T. Sugihen, Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar), PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 

1997, hal. 62-63. 



6 
 

geografis, batas wilayah, jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dan mata 

pencaharian, status tanah secara umum, dan sebagainya).   

Cara perolehan: wawancara, studi dokumen & observasi. 

5.  Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, diawali dengan jalan 

mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesekan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Penguasaan tanah yang berasal dari hutan primer oleh masyarakat adat 

Dayak diawali dengan suatu ritual adat, pembukaan hutan dan pemanfaatannya 

secara tradisional sehingga muncul hak adat atas tanah, telah diatur dan dilindungi 

secara hukum, membuktikan eksistensi hak diakui oleh hukum Negara. 

Keberadaan tanah dan hutan merupakan bagian penting dari identitas masyarakat 

Dayak, tercermin pada pola pemanfaatan tanah secara langsung dan atau melalui 

pengolahan tanah, selain sebagai sumberdaya ekonomi juga merupakan basis 

kegiatan budaya, sosial, politik dan spiritual guna memenuhi kebutuhan bersama 

(komunitas) atau kebutuhan individu dan keluarga, sehingga:  

1. Klaim tanah adat sebagai hutan Negara melalui peta dan rencana TGHK 1982 

oleh otoritas Kehutanan yang kurang kapasitas dan penglibatan pemangku 

kepentingan, pemerintah dan masyarakat lokal, berpotensi menimbulkan 

ketidakpastian kawasan hutan dan tenurial (terkait hak-hak legal atas tanah 

masyarakat adat Dayak). 

2. Sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dalam upaya redefinisi ruang hidup 

masyarakat atas tanah adat dalam kawasan hutan, diharapkan dapat melahirkan 

kepastian hukum, kemanfaatan/kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat 

adat Dayak itu sendiri. 

3. Bidang-bidang tanah yang dikuasai masyarakat adat Dayak sejak lama dan 

turun temurun dapat dikategorikan sebagai “hak-hak lama atas tanah”, 

sehingga pendaftarannya dilakukan melalui konversi (pengakuan hak); 

4. Pengakuan hak-hak lama atas tanah masyarakat adat diawali dengan 

melepaskan (deliniasi) tanah adat dari kawasan hutan secara sistematis (sasaran 

minimal satu  desa/kelurahan),  dilanjutkan dengan tahapan pensertipikatan 

oleh otoritas pertanahan berdasar PP No. 24 Tahun 1997.  
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B. SARAN  

Negara hendaknya melindungi dan mempertahankan keberadaan hak-hak ulayat 

masyarakat adat Dayak, serta mempermudah implementasi dalam pendaftaran hak 

atas tanahnya, sehingga:  

1. Dalam pemetaan tanah adat, selain mengacu pada dokumen bukti tertulis (jika 

ada), juga berpeluang melalui fakta penguasaan fisik tanah seperti bangunan 

dan tanam tumbuh. Terhadap penguasaan tanah yang pemanfaatannya secara 

alami (tempat keramat, hutan perburuan atau ladang berpindah), agar dilakukan 

kajian lebih mendalam dan partisipasi masyarakat setempat. 

2. Perlu adanya persamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan masyarakat 

hukum adat mengenai eksistensi dan kedudukan hukum hak ulayat atau Hak 

Komunal dengan jalan peningkatan penyuluhan hukum di bidang pertanahan, 

karena pengetahuan terhadap hukum tanah sangat rendah; 

3. Perlu adanya kejelasan pengaturan secara spesifik tentang jenis-jenis hutan 

adat dalam tata ruang adat agar dapat dijadikan sebagai payung hukum atas 

keberadaan hutan adat.  

4. Pengaturan Hak Komunal perlu ditingkatkan melalui undang-undang. 

5. Pendanaan tahap awal pelaksanaan Perber dan Permen perlu dilakukan dalam 

satu atap (instansi) agar pelaksanaan lapangannya dapat bersamaan. 
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